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ABSTRACT

Dusun Tumut, Jrakah Village , District Selo, Boyolali. People's knowledge of the
law is still low. Especially for parents and adults about children  protection laws, some
even do not know at all. And also that a child who has been and should be the
responsibility of the parents. Many children are being treated appropriately, for example
children aged 6 years has been working hard to drudge for the money. And they also get
married under age, there is even a 5 th grader who was ready to be married. With
counseling was given to community child protection laws to put more effort and more
aware, opening the eyes and hearts to break the silence, and helps when there are cases
of violence against children that occurred around him.
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ABSTRAK

Dusun Tumut, Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Rata-rata
pengetahuan masyarakat tentang hukum  masih rendah. Terutama bagi orang tua dan
orang dewasa mengenai hukum perlindungan anak, bahkan ada yang tidak tahu sama
sekali. Dan juga batasan umur anak yang masih dan seharusnya menjadi tanggungan orang
tua. Banyak anak yang diperlakukan kurang layak, misalnya anak usia 6 tahun sudah
berkerja keras membanting tulang untuk mencari uang. Dan mereka juga menikah masih
dibawah umur, bahkan ada anak kelas 5 SD yang sudah siap untuk dinikahkan. Dengan
dilakukan penyuluhan hukum perlindungan anak masyarakat lebih berupaya untuk
menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila
ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya.

Kata kunci: Perlindunan anak, hukum, orang tua dan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002). Anak sejak dalam
kandungan memiliki hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dankebebasan
dasar sehingga tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan
diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak tersebut merupakan
bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum
Internasional maupun Hukum Nasional. Secara unversal dilindungi dalam Universal
Declaration of Human Rights (UDHR) dan International on Civil and Political Rights (ICPR).
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Hak anak juga diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.
Perlakuan khusus terhadap anak berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam
mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih
baik. Di berbagai negara dan berbagai tempat di neger i ini , anak-anak justru mengalami
perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak,
dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban
perang/konflik bersenjata. Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di
masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan
perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya upaya
perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum
terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental rights and freedoms of
children ) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Maka
dari itu diperlukan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak.

2. METODE PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan penyuluhan diperlukan kegiatan meliputi : memberikan
penyuluhan, pemutaran film, penyebaran stiker atau pamflet tentang hukum perlindungan
anak beserta hak-hak anak. serta sosialisasi Undang-undang yang mengatur tentang
perlindungan anak. sosialisasi diadakan di rumah kepala Dusun  dengan mengundang
seluruh Pemuda, Warga Dusun Tumut, Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
Serta dilakukan secara door to door guna memberikan sosialisasi kepada orang tua yang
merupakan faktor pendukung kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam
berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas
usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak
dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia
dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap
perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. Anak-anak yang masih dependen,
sudah barang tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan
praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa,
dalam dunia kenyataan anak – anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan
dampak yang panjang dan permanen. Lebih dari itu, anak-anak pula kerap menderita
berbagai eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penyalahgunaan (child abused), dan
pelanggaran hak lainnya. Lingkupnya melebar bukan hanya di sektor public seperti di
jalanan, di penjara, malahan kekerasan ada di sekolah, malahan di dalam rumah atau ruang
keluarga mereka kerap menjalani domestic violence.

Ada 4 (empat) prinsip dasar yang kemudian dirumuskan utuh dalam Pasal 2 UU No.23
tahun 2002, yaitu : Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak.
Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai
prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan
penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam UU No. 23 tahun 2002 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19).
Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak - hak.
Dengan demikian, Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum tentang
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apa yang menjadi hak-hak anak. Dalam Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002, dirumuskan
hak - hak anak serta 1 pasal mengenai kewajiban anak.

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan
orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan
keinginan anak. Jika anak dan orangtua berada dalam negara yang lain, maka anak berhak
untuk bersatu kembali (family reunification) secara cepat dan manusiawi. Ketentuan Pasal
14 UU No.23 tahun 2002 yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang
pemisahan anak dari orangtuanya. Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan
dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan
dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik
anak.

Anak haruslah memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 UU
Nomor 23 tahun 2002). Anak juga memperoleh perlindungan dari penganiayaan,
penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1 UU No. 23 tahun
2002). Karenanya, pemerintah sebagai pembayar hak rakyat (dalam hal ini anak) wajib
melakukan upaya tertentu untuk melindungi anak dari perbuatan yang dirumuskan pasal 16
ayat 1 UU No.23 tahun 2002. Jadi, konteksnya adalah larangan memposisikan anak sebagai
sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk memperoleh perlakuan
manusiawi, penempatan dipisah dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum,
memperoleh bantuan lainnya, membela diri dan memperoleh keadilan di pengadilan yang
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.

Tabel 3.1. Pelaksanaan Kegiatan
No Rincian Kegiatan

1 Pengenalan tentang apa itu hukum perlindungan anak dan teantang
Undang-Undang yang bersangkutan

2 Mengenalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

3 Memberi penyuluhan tentang Hukum Perkawinan dan faktor yang
menyebabkan anak melakukan kenakalan kriminal

4
Memberi penyuluhan tentang Hukum Perkawinan dan Tanya jawab

pemecahan masalah terhadap kenakalan anak dan memperkenalkan sistem
peradilan anak narkoba

5 Penyuluhan jenis dan bahaya narkoba

6 Penyuluhan jenis dan bahaya narkoba

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.
Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang
menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara
melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik,
membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan
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mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan
pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak
secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak,
melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan
terhadap anak tersebut.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi
yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai
dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.
Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan agar anak benar-benar dapat
tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam masyarakat,
ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada
suatu bentuk aturan yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak. Hukum Perlindungan
Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak
yang berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum
acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak.

4. KESIMPULAN
Anak adalah titipan Tuhan yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan

dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa
depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang
tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun termasuk anak
dalam kandungan.  Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi Negara dalam
rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen
pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Upaya
nyata adalah menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak,
menghidupkan nilai – nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak,
mengeksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan
perlindungan anak. Namun, semua itu tergantung bagaimana negeri ini
menemukankepemimpinan yang peduli anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.
Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang
menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara
melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik,
membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan
mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan
pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak
secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak,
melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan
terhadap anak tersebut.
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